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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah dalam mendukung
pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan baru
Indonesia untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi Jakarta,
pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang
Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan kewenangan khusus
kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), termasuk dalam hal pengelolaan
perizinan berusaha secara mandiri. Pengaturan ini bertujuan untuk mempercepat
investasi, menyederhanakan proses perizinan, dan menciptakan iklim usaha yang
kondusif. Namun, pengaturan ini juga menimbulkan tantangan, seperti potensi
konflik dengan asas desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang
Pemerintahan Daerah serta hubungan antara OIKN dengan pemerintah pusat dan
daerah. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis aspek yuridis pengaturan
tersebut dan mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam
sistem hukum Indonesia.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana analisis bentuk
pengaturan kewenangan khusus Otorita ibu kota Nusantara dalam perizinan
berusaha yang diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara Ditinjau Dari Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota
Nusantara dan Bagaimana tinjauan ketatanegaraan terhadap pengaturan
kewenangan khusus yang diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita
Ibu Kota Nusantara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu
pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang
berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan
untuk menganalisis isi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang
Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara terkait kewenangan khusus
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dan pendekatan konseptual untuk menggali
konsep-konsep hukum terkait kewenangan khusus dan ketatanegaraan. Data yang
dianalisis mencakup data primer berupa peraturan perundang-undangan yang
relevan serta data sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Teknik analisis
data dilakukan secara kualitatif dengan mengklasifikasikan data berdasarkan tema,
menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum, dan memberikan
interpretasi hukum terkait kewenangan khusus OIKN dalam perizinan berusaha.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan khusus
yang diberikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam perizinan
berusaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023
tentang Kewenangan Khusus Otorita [bu Kota Nusantara, memberikan fleksibilitas
signifikan dalam tata kelola izin usaha di wilayah IKN. Kewenangan ini
memungkinkan OIKN untuk menyederhanakan proses perizinan, mengelola izin
berbasis risiko, memberikan fasilitas khusus bagi investor, serta mempercepat
penerbitan izin melalui sistem Online Single Submission (OSS). Langkah ini
dirancang untuk menarik investasi strategis dan mendukung pembangunan IKN
sebagai proyek nasional dengan pendekatan modern dan efisien. Namun, penelitian
ini juga mengidentifikasi tantangan dari perspektif ketatanegaraan, khususnya
terkait potensi konflik dengan asas desentralisasi dan hubungan antara OIKN
dengan pemerintah daerah. Kewenangan luas yang dimiliki OIKN dapat
memunculkan tumpang tindih dengan peran pemerintah daerah, sehingga
diperlukan harmonisasi regulasi dan mekanisme koordinasi yang efektif.
Pengawasan yang akuntabel dan transparan menjadi kunci untuk memastikan
kewenangan ini mendukung pembangunan berkelanjutan tanpa mengabaikan
prinsip otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia.
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This research is motivated by the government's efforts to support the
development of the Capital City of the Archipelago (IKN) as the new center of
Indonesian government to overcome the various problems faced by Jakarta, the
government through Government Regulation Number 27 of 2023 concerning the
Special Authority of the Nusantara Capital Authority gives special authority to the
Archipelago Capital Authority (OIKN), including in terms of managing business
licensing independently. This arrangement aims to accelerate investment, simplify
the licensing process, and create a conducive business climate. However, this
arrangement also raises challenges, such as potential conflicts with the principle of
decentralization regulated in the Regional Government Law and the relationship
between OIKN and the central and regional governments. This research is
conducted to analyze the juridical aspects of the regulation and examine its
compatibility with the principles of state administration in the Indonesian legal
system.

The formulation of the problem of this research is How is the analysis of the
form of regulation of the special authority of the Nusantara Capital Authority in
business licensing given to the Nusantara Capital Authority Reviewed from
Government Regulation Number 27 of 2023 concerning the Special Authority of
the Nusantara Capital Authority and How is the constitutional review of the special
authority arrangements given to the Nusantara Capital City Authority through
Government Regulation Number 27 of 2023 concerning the Special Authority of
the Nusantara Capital City Authority. This research uses the juridical-normative
method, which is an approach that focuses on analyzing applicable legal norms. The
approaches used include a statutory approach to analyze the contents of
Government Regulation Number 27 of 2023 concerning the Special Authority of
the Nusantara Capital Authority related to the special authority of the Nusantara
Capital Authority (OIKN) and a conceptual approach to explore legal concepts
related to special authority and state administration. The data analyzed includes
primary data in the form of relevant laws and regulations and secondary data such
as books, journals, and scientific articles. The data analysis technique is carried out
qualitatively by classifying data based on themes, analyzing its suitability with legal
principles, and providing legal interpretations related to the special authority of
OIKN in business licensing.
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The results of this study indicate that the special authority granted to the
Nusantara Capital City Authority (OIKN) in business licensing, as stipulated in
Government Regulation Number 27 of 2023 concerning the Special Authority of
the Nusantara Capital Authority, provides significant flexibility in the governance
of business licenses in the IKN area. This authority allows OIKN to simplify the
licensing process, manage risk-based licenses, provide special facilities for
investors, and accelerate the issuance of licenses through the Online Single
Submission (OSS) system. This measure is designed to attract strategic investment
and support the development of IKN as a national project with a modern and
efficient approach. However, this study also identifies challenges from a
constitutional perspective, particularly regarding potential conflicts with the
principle of decentralization and the relationship between OIKN and local
governments. OIKN's broad authority may overlap with the role of local
governments, requiring regulatory harmonization and effective coordination
mechanisms. Accountable and transparent oversight is key to ensuring this authority
supports sustainable development without ignoring the principle of regional
autonomy in the Indonesian government system.
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